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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 198 /PMK.05/2012 
TENTANG 

PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS 
PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian Negara/Lembaga, dapat terjadi kondisi 
yang menyebabkan suatu unit organisasi, baik 
entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, 
dilikuidasi; 

b. bahwa agar proses likuidasi entitas akuntansi dan 
entitas pelaporan dapat terlaksana secara tertib dan 
menghasilkan laporan keuangan likuidasi yang 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta 
untuk menertibkan dan mengamankan aset milik 
pemerintah pusat yang dikuasai oleh entitas 
akuntansi yang dilikuidasi, perlu mengatur mengenai 
proses likuidasi dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku 
Bendahara Umum Negara berwenang untuk 
menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
anggaran Negara; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Dan Entitas 
Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4855); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang 
Milik Negara; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
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Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 233/PMK.05/2011; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG 
PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN 
ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN 
NEGARA/LEMBAGA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban 
sebagai akibat berakhirnya Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja. 

2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Kuasa Pengguna 
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 
digabungkan pada entitas pelaporan.  

3. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu 
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

4. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang 
selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah UAI yang melakukan kegiatan 
penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh 
UAKPA yang berada dalam wilayah kerjanya. 

5. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang 
selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah Unit Akuntansi Instansi yang 
melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun 
barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta 
UAKPA yang langsung berada di bawahnya. 

6. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA 
adalah Unit Akuntansi Instansi pada tingkat Kementerian 
Negara/Lembaga (Pengguna Anggaran) yang melakukan kegiatan 
penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh 
UAPPA-E1 yang berada di bawahnya. 

7. Entitas Akuntansi Yang Ditunjuk adalah entitas akuntansi yang 
ditunjuk dan diserahi tugas dan/atau wewenang untuk 
menggunakan, memanfaatkan dan menatausahakan aset, dan/atau 
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kewajiban dari entitas akuntansi yang dilikuidasi termasuk juga sisa 
pagu DIPA. 

8. Identitas Entitas Akuntansi adalah atribut yang menjadi tanda suatu 
entitas akuntansi dan dapat menjadi pembeda antara entitas 
akuntansi yang satu dengan yang lainnya berupa serangkaian kode 
Bagian Anggaran, kode Eselon I dan kode Satuan Kerja. 

9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga  

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah 
pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan 
sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran 
pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.  

11. Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan BMN. 

12. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah 
kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang 
untuk menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

13. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

14. Laporan Keuangan Penutup adalah laporan keuangan pokok suatu 
entitas pada tanggal pengakhiran dan pembubaran yang disusun 
sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan yang berlaku. 

15. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan 
pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

16. Neraca Penutup adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 
keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada 
tanggal entitas akuntansi dinyatakan dilikuidasi. 

17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah 
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, 
transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang 
pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 
anggarannya dalam satu periode. 

18. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK 
adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang 
menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan 
dalam rangka pengungkapan yang memadai. 
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19. Laporan Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disebut LBKP 
adalah laporan yang disusun oleh KPB yang menyajikan posisi BMN 
pada awal dan akhir periode tertentu setiap semesteran dan tahunan 
serta mutasi yang terjadi selama periode tersebut. 

20. Laporan Keuangan Likuidasi adalah laporan keuangan pokok suatu 
entitas akuntansi yang dilikuidasi setelah diselesaikan proses 
likuidasinya, yang disusun oleh entitas akuntansi yang secara 
struktural membawahi Entitas Akuntansi yang dilikuidasi atau 
Pejabat Penanggung Jawab Likuidasi sesuai dengan Standar 
Akuntanssi Pemerintahan yang berlaku. 

21. Neraca Likuidasi adalah neraca yang memuat posisi aset dan 
kewajiban entitas setelah proses likuidasi selesai dilaksanakan yang 
disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
berlaku. 

22. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua 
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

23. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat 
PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 

24. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat 
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

25. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya 
disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara, dan dalam hal ini merupakan pelaksana penatausahaan BMN 
di tingkat daerah pada Pengelola Barang. 

26. Withdrawal Application adalah penarikanInitial Deposit dana PHLN, 
pengisian kembali Reksus (replenishment), pengisian kembali Rekening 
Dana Talangan (reimbursement), penarikan dana untuk penggantian 
atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu 
oleh pemerintah, membayar langsung kepada rekanan atau pihak 
yang dituju, dan penarikan dana dalam rangka transfer langsung ke 
R-KUN. 

Pasal 2 
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 
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